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BUPATI PACITAN,

bahwa untuk meningkatkan ketepatan dan daya guna
terkait dengan pengembangan proses pendaftaran dan
pengumuman laporan harta kekayaan Penyelenggara
Negara yang ada saat i diperlukan dasar pengaturan
yang lebith komprehensif,

bahwa  telah  diundangkanya ~ Peraturan  Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Komist Pemberantasan Korupsi
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman dan Pemenksaan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara agar Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara lebih komprehensif, maka Peraturan
Bupat: Pacitan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pacitan perlu disesuaikan,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor
31 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pacitan,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dar
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi1 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4250),



Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komuisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korups: (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609),

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemermmtahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573),

Peraturan Pemerimtah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041},

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan
Pemeniksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komuisi
Pemberantasan Korupst Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi
Nomor 7 Tahun 2016 Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman
dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572),

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun 2016 Nomor 4} sebagaiaman telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 9),

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2017 tentang
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan (Benta
daewrah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 Nomor 31),



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 31 TAHUN 2017
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2017
tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pacitan (Berita daewrah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 Nomor 31),
diubah sebagai berikut

1 Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbuny: sebagai berikut

(1)
(2)

Pasal 2

Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN
Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
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Bupati dan Wakil Bupaty,

Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama,

Jabatan Administrator,

Jabatan Pengawas di Lingkup Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Pacitan,

Jabatan Fungsional sub Koordmator di Lingkup Badan Keuagan
Daerah Kabupaten Pacitan,

Jabatan Pengawas di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan,
Jabatan Fungsional sub Koordinator di Lingkup Dinas Pendidikan
Kabupaten Pacitan,

Pejabat Fungsional di Lingkup Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan,

Pejabat d1 Lingkup Badan Usaha Milik Daerah,

Auditor Lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan, dan
Pejabat Pemeriksa Urusan Pemerintah Daerah Lingkup Inspektorat
Kabupaten Pacitan

2  Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbuny:1 sebagai berikut

(1)

(2)

Pasal 4
Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yakni
pada saat
a pengangkatan sebagal Penyelenggara Negara pada saat pertama kali
menjabat,
b berakhirnya masa jabatan atau penswuun sebagai Penyelenggara
Negara,

Cc

d

pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah
berakhirnya masa jabatan atau pensiun, atau
masih menjabat

LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan
huruf ¢ wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga)
bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama / berakhirnya jabatan
/ pensiun / pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan
atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara



(3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wanb disampaikan
secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per
tanggal 31 Desember tahun laporan

(4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam
Jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya

3  Pasal 5 dihapus
4  Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbuny: sebagai berikut
Pasal 11
(1) Dalam hal Penyelenggara Negara tidak melaporkan LHKPN atau tidak
memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Bupati 1n1, maka Komisi Pemberantasan Korups: dapat memberikan
rekomendasi kepada atasan langsung atau pimpinan lembaga tempat
Penyelenggara Negara berdinas untuk memberikan sanks1 administratif
kepada Penyelenggara Negara yang bersangkutan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
(2) Penyelenggara Negara yang memberikan keterangan tidak benar
mengenat Harta Kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Pasal 11

Peraturan Bupat: in1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati in1 dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 26 - 9 - 2022

BUPATI PACITAN
ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 26 - 9 - 2022
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